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A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT didirikan sebagai salah satu upaya
Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
pertanian. Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT bertujuan untuk
mendukung upaya-upaya pemulihan/rehabilitasi NTT sebagai salah satu gudang
ternak, dengan mengembangkan program diklat berkeahlian dan berwawasan
agribisnis dalam rangka mendukung 4 {empat) target utama pembangunan pertanian.
Melalui peranannya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT diharapkan
dapat menghasilkan sumber daya manusia pertanian yang handal di bidang
peternakan baik aparatur maupun non aparatur.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT
berkomitmen dengan Visi Menjadi Lembaga Pelatihan yang Andal dalam
menghasilkan SDM Bidang Peternakan yang Profesional, lnovatif dan Mandiri
Berwawasan Glabal.

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang, NTT
melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja;
2) Meningkatkan kompetensi tenaga kepelatihan;
3) Meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan seda produktivitas

instalasi agribisnis;

4) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan peternakan dan melaksanakan
pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bidang peternakan bagi aparatur
dan non aparatur pertanian sesuai standar Kompetensi Kerja (sKK);

5) Melaksanakan pengembangan teknik pelatihan di bidang ternak potong;

6) Memberikan pelayanan konsuttasi agribisnis;

7) Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan kerjasama
luar negeri;

8) Melaksanakan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan
serta melakukan pengendalian internal yang akurat dan kredibel;

9) Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi, penatausahaan dan rumah
tangga Balai yang transparan dan akuntabel.

Dalam tataran praktisnya Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, NTT membuat
rencana strategis kegiatan yang diyakini mampu mendorong terciptanya visi dan misi
dalam rangka menunjang tujuan pembangunan pertanian. Kegiatan-kegiatan
strategis tersebut meliputi :

1) Menyediakan aparat yang mampu mendampingi, memfasilitasi dan
memberdayakan masyarakat pelaku utama usaha pertanian;
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2) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM dalam menyelenggarakan
pelatihan,

3) Menumbuh-kembangkan jejaring kerjasama diklat dengan semua pihak yang
berkepentingan;

4) Menjadi Balai sebagai Pusat lnkubator Agribisnis (PlA) dan sebagai desiminator
terknologi pertanian bidang peternakan;

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh
aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang.
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi lnstansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem
lnformasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi
aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan
barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

SedanglGn Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan
dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansiyang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar
Pelatihan Petemakan Kupang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar

nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk

memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
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Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi
yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan

dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 lelah mengacu pada

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan

Kupang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping

itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan

yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Petemakan Kupang adalah sebagai

berikut:

tl) Pendapatan - LRA

. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara

yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah.
. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara

(KUN).
. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

tidak perlu dibayar kembali.
. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau

pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan'
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(3) Belania

. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.
. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

{4} Beban

. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensijasa.
. Beban disajikan menurut klasiflkasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan"

{5} Aset

. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar
. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah

Bank lndonesia pada tanggal neraca.
. lnvestasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan

sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.
. Piutang diakuiapabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila

telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

Jawab Mutlak danlatau telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetaP.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur

dengan andal
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. Piutang disajikan dalam neraa pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang
ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

,:;tltit4fittil;i:l;;zlt!1fui,,:i;lliiti:l., iiiiitiliiilii,i;:,' :

t:

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggaljatuh
tempo

0,5o/o

Kurang Lancar Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan
pertama tidak dilakukan pelunasan

1Oo/o

Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan
kedua tidak dilakukan pelunasan

50o/o

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan
ketiga tidak dilakukan pelunasan

lAAo/o

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN

Tagihan Penjualan Angsuran OPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti
Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara

lainnya.

Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa

manfaat lebih dari I tahun.
NilaiAset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi

sebagai berikut:

Tagihan Penjualan Angsuran OPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (l"GR) yang

akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta

rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

'ikx.il:t il i$e+,'*,'' f:)lxcrfi:,Iq*r.tt , illi{:P*"'r'u.t-,L.:E +t, Itr,q:r:u'4i :1. $
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c.

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasiljaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah
yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak
sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya
telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan
dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMNIBMD"

Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan
penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan
No.01/PMK.0612A13 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK
90IPMK.O612014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat danlal.au usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap
akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap
secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06i2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah
sebagaiberikut:

Ilrr*,v{. j':irrr.-tr:r;r. i}pi*il:a.iil.n.tt",I}#..{i}"'lrtix,i:t{+, }tr,1t;n+'rlUr In

'4,::
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Peralatan dan Mesin 2s.d2Abhun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 tahun

Jakan, lrigasi dan Jaringan 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
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d. Piutang Jangka Panjang
. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan.

. Tagihan Penjualan Angsuran OPA, Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai

nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya
. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua
belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas

yang dibatasi penggunaannya.
. Aset Tak Benrvujud (ATB) disajikan sebesar nilaitercatat netto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode

garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
. Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620iKM.6/20 1 5 tentang Masa Manfaat

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud

pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

///lK66 tZ
:a,;:r:l::l::)..ltl

Software Komputer 04

Franchise 05

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain lndustri, Rahasia

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
10

Hak EkonomiLembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan

Varietas Tanaman Semusim

20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman

Tahunan

25

Hak Ekonomiatas Ciptaan Gol. ll, Hak Ekonomi Pelaku

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram

50

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I 7A

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

ti,n i.r:ra. lis:Aor,r. 
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(61 Kewajiban

. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek
dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja
yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian
Lanear Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya,

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kalitransaksi berlangsung.

(6) Ekuitas

. Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam
satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dariekuitas disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas.
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